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LEGISLASI

DPR Sepakat Memperkuat
Kewenangan Ombudsman Rl

JAKARTA, KOMPAS — Frak-
si-fraksi di DPR sepakat mem-
perkuat kelembagaan dan ke-
dudukan Ombudsman RI. Ti-
dak hanyva mengusulkan di-
bentuknya sekretariat jende-
ral untuk membantu komi-
sioner Ombudsman RI dalam
melaksanakan tugas dan ke-
wajiban, DPR juga mengingin-
kan agar kewenangan lembaga
pengawasan pelayanan publik
tersebut diperkuat.,

Usulan penguatan kelem-
bagaan dan kedudukan Om-
budsman RI (ORI) itu ter-
tuang dalam draf Rancangan
Undang-Undang  perubahan
atas Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2008 tentang ORI
(RUU ORI). Draf RUU ORI itu
telah disepakati sebagai RUU
inisiatif DPR dalam rapat ple-
no  pengambilan  keputusan
tingkat satu di Badan Legislasi

(Baleg) DPR, Kamis
(14,/9/2023).

Wakil Ketua Baleg DPR Sup-
ratman Andi Agats menga-

takan, RUT tersebut akan se-
gera dibawsa ke rapat paripurna
untuk disahkan menjadi BUU
inisiatif DPR. Ada beberapa hal
vang mengemuka selama
pengharmonisasian, pembu-
latan, dan pemantapan kon-
sepsi RUU ORI, "Salah satu-
nya, perlunya penguatan ke-
lembagaan dan  kedudukan
Ombudsman dalam sistem pe-
merintahan,” ujarnya.

Oleh  karena  itu, Baleg
mengusulkan agar dalam me-
laksanakan wewenangnya,

ORI dibantu sekretariat jen-
deral yang terdiri dari deputi,
pengawas internal, dan per-
wakilan Ombudsman. Sebe-
lumnya, ORI hanya dibantu
asisten.

ORI juga didesain memiliki
perwakilan di setiap provinsi.
Bahkan, apabila diperlukan,
ORI dapat mendirikan per-
wakilan di kabupaten dan ko-
ta. Perwakilan ORI mempu-
nyai hubungan hicrarkis dan
dipimpin oleh seorang kepala
perwakilan.

Jatuhkan sanksi

Hal lain yang juga menjadi
perhatian adalah masalah re-
komendasi. Rekomendasi
vang dikeluarkan ORI diusul-
kan agar wajib dilaksanalkan
atau ditindaklanjuti oleh pe-
nyelenggara negara. Bahkan,
ada usulan agar ORI bisa men-
jatuhkan sanksi administratif
kepada penyelenggara pela-
vanan publik yvang terbulti
melanggar aturan.

”Substansi RUU adalah un-
tuk memperkuat kelembaga-
an Ombudsman dan hasil re-
komendasinya wajib ditindak-
lanjuti oleh penyelenggara ne-
gara. Hal itu dalam upaya me-
ningkatkan mutu penyeleng-
garaan administrasi pemerin-
tahan wvang baik,” kata Sup-
ratman.

Kelahiran ORI, lanjut Su-
pratman, schenarnyva dalam
rangka mengawasi pelayanan
publik. Karena itu, temuan
Ombudsman harus bisa men-

jadi aspek pengawasan inter-
nal bagi penyelenggara negara
vang khusus terkait pelayanan
publik supava menjadi lebih
baik. Hal itu terkait dengan
hak-hak warga negara untuk
bisa mendapatkan pelayanan
vang dibiayvai oleh anggaran
negara, baik APBN maupun
APBD.

Anggota Baleg dari Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera
(F-PKS), Hermanto, mengu-
sulkan, terkait dengan pem-
berian  rekomendasi dan
sanksi kepada penyelenggara
pelayanan publik, ORI seba-
iknya fokus pada penindakan
pelanggaran yvang bersifat ad-
ministrasi atau mala-
administrasi. Jika ada pelang-
garan vang mengarah pada pi-
dana, ORI bisa merckomen-
dasikannva kepada aparat pe-
negak hukum.

“"Untuk pelanggaran wyang
sifatnya mengarah pada pi-
dana, pelapornyva harus pihak
terlapor, bukan Ombudsman,”
ucap Hermanta.

Anggota Baleg DPR  dari
Fraksi Partai Golkar, John Ke-
nedy Azis, juga menyampai-
kan, revisi UU Ombudsman
diharapkan bisa memperluas
ruang lingkup kewenangan
ORI agar dampaknya lebih ku-
at. Hasil rekomendasi juga ha-
rus bersifat mengikat. Artinya,
jika terlapor tidak menjalan-
kan hasil rekomendasi ORI,
akan berpengaruh pada pe-
nilaian promaosi atau kenaikan
pangkat dan golongan. (NIK)
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